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Mengapa
Restoratif?

pEMBARUAN sistem pidana Indo-
nesia akhir-akhir ini memperke-

nalkan keadilan restoratif (restorative

justice, RJ). Penyidik kepolisian sudah

memberlakukannya. Begitu juga ke-

jaksaan.

Tapi, menurut Dr. Ridwan Mansyur, se-
benarnya keadilan restoratif bukan sesua-
tu yang baru di negeri ini. Keadilan resto-
ratif, kata Ridwan, merupakan kearifan lo-
kal yang ada di masyarakat Indenesia dan
masih hidup sampai sekarang, khususnya
di daerah-daerah yang menerapkan hu-
kum adat untuk menyelesaikan persoal-
an hukum.

Kearifan lokal itu seakan tenggelam ke-
tika pemerintah Hindia Belanda meng-
gunakan hukum Barat sebagai pedoman
dalam pelaksanaan hukum pidana kare-
na hukum adat itu tidak tertulis, tidak pu-
nya kepastian, dan tidak terkodifikasi de-
ngan baik.

“Kita dirasuki sistem hukum legalistik
Belanda. Kita dipaksa untuk berpedoman
pada sistem yang bukan dari budaya kita,
lalu kita menerapkannya secara salah,”
kata Ridwan, dalam Pokja dipercaya men-
jadi ketua “Tim Kecil". “Barulah belakang-
an ini restorative justice mulai diperkenal-
kan dalam pembaruan sistem hukum pi-
dana di Indonesia.”

Penulis buku Mediasi Penal Terha-
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dap Perkara KDRT itu menjelaskan, ka-
dang-kadang hukum adat jauh lebih di-
takuti daripada hukum negara, karena
sanksinya sanksi sosial, yang dalam teori
Barat dinamai shame theory. Hukuman
seperti itu memberikan efek jera yang
efektif.

Pemulihan

Masih menurut Ridwan, keadilan resto-
ratif itu mengedepankan satu penyelesai-
an yang dilakukan secara bersama-sama
oleh pihak pelaku, korban dan masyara-
kat, yang berimplikasi pemulihan bagi
korban, masyarakat, dan bahkan pelaku.
Berbeda halnya dengan sistem pemida-
naan yang kaku, yang lebih mementing-
kan kepentingan terdakwa, sementara
korban tidak dipikirkan.

“Bisa dikatakan, di KUHP hampir tidak
ada perlindungan terhadap korban. Di hu-
kum acara pidana hanya satu kali disebut,
dan itu dianggap sebagai perlindungan
korban, yaitu bahwa yang pertama-tama
didengar keterangannya sebagai saksi
adalah saksi korban,” jelasnya.
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Ridwan menjelaskan, dalam
keadilan restoratif, tren pemida-
naan berbeda. Tidak bertumpu
kepada terdakwa, tetapi pada
pemulihan atau penyelarasan
hubungan antara terdakwa dan
korban.

Prosesnya bisa dikatakan sama
dengan praktik penyelesaian
sengketa dalam hukum adat.
Pelaku, korban dan pihak-pihak
yang dapat membantu penca-
paian perdamaian dipanggil un-
tuk menyelesaikannya secara
bersama-sama. Isi putusannya
merupakan kehendak bersama.

“Tadinya itu hanya dikenal da-
lam proses mediasi dalam
perkara perdata. Tapi se-
karang dikenal sebagai
penyelesaian dalam per-
kara pidana, yang di luar
dikenal sebagai mediasi
penal” jelas Ridwan.

Bagi Ridwan, mengadili
ini tidak hanya menyele-
saikan perkara, tetapi me-
nyelesaikan masalah. “ltu-
lah inti restorative justice,”
tegasnya.

Menurut Ridwan, kea-
dilan restoratif sudah diterapkan
di negara-negara lain. la pernah
ditugaskan MA ke beberapa ne-
gara untuk mempelajarinya. Pu-
sat kajian terbesarnya itu di Nor-
wegia.

“Di sana saya tanyakan ke seo-
rang profesor, dari mana masuk-
nya lembaga restorative justice
ke dalam sistemm hukum Eropa,

padahal Eropa itu, apalagi Eropa
Timur, terkenal sangat konserva-
tif. Diakui oleh si profesor, resto-
rative justice digali dari nilai-nilai
hukum yang diterapkan di ber-
bagai negeri di Asia-Pasifik, ter-
masuk Indonesia,” kisahnya.

Terobosan Hukum

Seorang advokat, Saor Siagian,
menyambut baik rencana pene-
rapan mekanisme keadilan res-
toratif pada tahap penyidikan,
penuntutan, dan pengadilan. la
melihat penerapan keadilan res-
toratif sebagai suatu terobosan
hukum.

‘Tadinya itu hanya dikenal
dalam proses mediasi dalam
perkara perdata. Tapi seka-
rang dikenal sebagai penye-
lesaian dalam perkara pida-
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Capiilir

@ Muh. Djauhar Setyadi, S.H., M.H., Ketua
PN Yogyakarta

an, jJuga merepotkan badan pera-
dilan sendiri. Dalam kasus-kasus
sederhana, misalnya pencurian
karena terpaksa untuk keper-
luan makan, tak perlulah dibu-
ka semua upaya hukum hingga
PK,” kata Saor kepada
Majalah Mahkamah
Agung.
Kendati
Saor

demikian,
berpendapat,
kasus-kasus yang sa-
ngat serius tak bisa
diselesaikan
restoratif.

secara

na, yang di luar dikenal seba-

gai mediasi penal i

Menurut Saor, sistem peradil-
an yang berlaku sekarang agak
bertentangan dengan semangat
UU Kekuasaan Kehakiman yang
mendorong sistemn  peradilan
yang cepat dan sederhana.

“Sistemn peradilan kita, yang
memungkinkan upaya hukum
hingga PK pada semua kasus,

selain merugikan pencari keadil-

Sudah Dipraktikkan
Ketua PN Yogya-
karta, Muh. Djauhar
Setyadi, S.H., M.H.,
juga menyambut baik rencana
penerapan mekanisme keadilan
restoratif. “Kita menyambut baik
rencana MA untuk menerbitkan
Perma dan kita menunggu hasil
kerja Pokja,” kata Djauhar.

Kalau bicara tentang substansi,
menurut Djauhar, keadilan res-
toratif sudah lama dijalankan di
pengadilan-pengadilan.  Yaitu,
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Ridwan Mansyur:

LAPORAN UTAMA | 11

KALAU TAK SEKARANG,

KAPAN LAGI?

ONSEP  keadilan
Krestoratif itu, bagi
Ridwan Mansyur, sa-
ngat mudah dipahami,
karena merupakan bu-
daya Indonesia. “Proses-
nya bisa dikatakan sama
dengan praktik penye-
lesaian sengketa dalam
hukum adat. Pelaku,
korban dan pihak-pihak
yang dapat memban-
tu pencapaian perda-
maian dipanggil untuk
menyelesaikannya se-
cara bersama-sama. Isi
putusannya merupakan
kehendak bersama,” je-

las Ridwan.

Ditemui di ruangannya, ke-
tua “Tim Kecil” Pokja itu men-
jelaskan perkembangan hasil
kerja Pokja Penyusunan Pe-
doman Penanganan Perkara
Berdasarkan Prinsip Keadilan
Restoratif. Berikut petikan-
nya.

Apa urgensi Mahkamah
Agung membentuk Pokja

@ Dr. Ridwan Mansyur, S.H.,M.H, Panitera Mahkamah Agung.

tentang restorative justice?

Hal restorative justice itu belum cukup dia-
tur dalam hukum pidana kita, bagaimana tata
cara dan pedomannya. Di KUHP sudah dise-
but perkara-perkara yang dapat diselesaikan
dengan restorative justice. Bahkan hampir
seluruh perkara pidana diupayakan untuk di-
selesaikan dengan restorative justice terlebih
dulu. Tujuannya bukan untuk mengurangi
banyaknya pelaku yang akan masuk penjara,
tetapi untuk menyelaraskan kehidupan ma-
syarakat dan menyelesaikan perscalan de-
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kim berwenang untuk menghadirkan pi-
hak lain, termasuk tokoh adat atau tetua.

Bagaimana bentuk perdamaiannya?

Bermacam-macam bentuknya. Biasa-
nya dalam kesepakatan damai ditulis apa-
apa yang didapatkan oleh korban dan apa
kewajiban pelaku. Tapi bisa jadi korban ti-
dak mau dibayar. Restorative justice lebih
menekankan pemulihan untuk korban.
Sementara terhadap pelaku ditekankan
rasa jera.

Apakah bisa restorative justice diterap-
kan dalam perkara besar?

Bisa. Contohnya kasus kebakaran ling-
kungan yang disebabkan korporasi. Da-
lam kasus itu boleh dilakukan pemulihan
berdasarkan undang-undang dan Perma
tentang restitusi, maka korperasi yang
bersangkutan dapat dikenakan denda
ganti rugi, bukan penjara.

Apakah pembentukan Pokja mengenai
restorative justice ini karena ada desak-
an dari bawah?

Bukan. Sebenarnya restorative justi-
ce ini merupakan pedoman dari resolu-
si PBB, bahwa negara-negara anggota
mengedepankan keadilan restoratif da-
lam penyelesaian perkara-perkara. Teta-
pi penerapannya di Indonesia terlambat
karena hukum pidana kita legalistik. Ne-
gara-negara lain yang pragmatis dan rea-
listis sudah duluan menerapkannya.

Apakah ada sinkronisasi antara pedo-
man yang dibuat oleh kepolisian, kejaksa-

LAPORAN UTAMA

an dan badan peradilan?

Sebenarnya tata caranya hampir sama.
Pintu masuknya adalah duduk bersama,
mendengarkan keinginan pihak korban,
pelaku, dan pihak-pihak lain yang diang-
gap perlu untuk memulihkan perdamai-
an, hingga ada kesepakatan damai antara
pihak-pihak yang berperkara.

Khususnya di
asas-asasnya adalah: 1) pemulihan kea-
daan; 2) penguatan hak, kebutuhan dan
kepentingan korban; 3) tanggung jawab

lingkungan peradilan,

terdakwa; 4) tindak pidana penjara seba-
gai upaya terakhir; 5) adanya konsensuali-
tas atau kesepakatan; dan 6) transparansi
dan akuntabilitas.

Yang dituju adalah: a) memulihkan ke-
rugian korban tindak pidana; b) memu-
lihkan hubungan antara terdakwa dan
korban/masyarakat; ¢) menganjurkan
pertanggungjawaban terdakwa;, dan 4)
menghindarkan perampasan kemerde-
kaan, sehingga dapat melanjutkan aktivi-
tas. '

Bagaimana pandangan Anda ten-
tang wanti-wanti dari LPSK agar resto-
rative justice jangan menjadi transaksi-
onal?

Biasanya suatu hal yang baru diterap-
kan menimbulkan silang pendapat. Teta-
pi kita harus melihat niat baik penerapan
restorative justice sebagai suatu pem-
baruan sistem peradilan. Kalau tidak, ka-
pan lagi kita akan menerapkannya? Ne-
gara-negara lain sudah lama menerap-
kannya. (MMA/VP)
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